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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan
mengadiliperkaratertentu pada tingkatpertama, dalampersidanganMajelis

Hakim telahmenjatuhkanputusandalamperkaraceraitalakantara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sf1,

pekerjaanKaryawanSwasta, tempatkediaman di
MetlandTransyogiGandaria Xl No. 46 RT. 06 RW. 16
KelurahanCipenjoKecamatanCileungsiKab. Bogor,

dalamhalinimemberikankuasakepadaAsepSulandjaya, SH dan
Hendra Irawan, SH., Advokat dan KonsultanHukum pada Kantor
Hukum J & R yang beralamat di Jalan Banteng No. 71 Lengkong
Bandung, berdasarkan Surat KuasaKhusustanggal 25 Oktober
2018, yang telah di daftarkan pada KepaniteraanPengadilan
Agama Cibinong tanggal 25 Oktober 2018,
selanjutnyadisebutsebagaiPemohon;
melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaanDokter,
tempatkediaman di MetlandTransyogiGandaria Xl No. 46 RT. 06
RW. 16 KelurahanCipenjoKecamatanCileungsiKab. Bogor,
dalamhalinimemberikankuasakepadaH;. Fakhriani, SH,
Advokat/KonsultanHukum yang berkantor pada Kantor
AdvokatHJ. FAHRIANI, SH & REKAN yang bealamatse di JI.
Sungai Samak Rt. 001/RW. 001 No. 02 Desa Sungai
SamakKecamatanBadauKabupaten Belitung Provinsi Bangka
Belitung, berdasarkan Surat kuasa No. 011/SK/HJF-LO/XI11/2018
tertanggal 8 Desember 2018, yang telahdidaftarkan pada
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KepaniteraanPengadilan Agama tertanggal 10 Desember 2018,

terlanjutnyadisebutsebagaiTermohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telahmempelajariberkasperkara yang bersangkutan;
TelahmendengarketeranganPemohon dan Termohon;

Telahmemeriksabukti-bukti di persidangan;

Duduk Perkara
Menimbang, bahwaPemohonberdasarkansuratpermohonannyabertanggal

05 Oktober 2018 yang telahterdaftar di kepaniteraanPengadilan Agama

Cibinong dalam register perkaraNomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbntanggal 05

Oktober 2018 yang pada pokoknyaPemohontelahmengajukanhal-

halsebagaiberikut:

1. BahwaPemohon dan Termohonadalahpasangansuamiistri yang
melangsungkanpernikahan pada tanggal 24 November 2010 secarasyariat
agama Islam dihadapanPegawaiPencatat Nikah, dan tercatat pada Kantor
Urusan Agama KecamatandJatinegara Kota Jakarta Timur,
tertuangdalamKutipanAkta Nikah No. 1391/134/X1/2010 tertanggal 24-11-

2010;

2. BahwaPemohon dan Termohonterakhirtinggalbersama di
KomplekMetlandTransyogiGandaria XII No. 46 RT. 06 RW. 16
KelurahanCipenjoKecamatanCileungsiKab. Bogor,
sampaidiajukanpermohonanceraitalakiniantaraPemohon dan

Termohonsudahtidaklagitinggalsatuatap;

3. Bahwa pada awalnyarumahtanggaPemohon dan Termohonrukun dan
harmonissebagaimanalayaknyapasangansuamiistrihinggadikaruniai 2 (dua)
orang anak yang diberinama :

3.1 Kenzie NararyaDanurdara, lahirtanggal 24-08-2011;
3.2 Keisha FarrasAnindita, lahirtanggal 26-08-2011;
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Bahwamemasukitahun 2016, antaraPemohon dan
Termohonterjadiperselisihan dan pertengkaran yang
terusberlanjutsampaisaatini;

4. Bahwapenyebabterjadinyaperselisihan dan
pertengkarantersebutdikarenakanTermohonkurangmenghargaiPemohonseb
agaiseorangkepalarumahtangga, sukabertindaksemaunya dan
tidakpernahmenghiraukannasehatdariPemohon, Termohon juga
kurangmenghargai orang tuaPemohon;
PemohonsukamengingatkanTermohonuntukbisamengikutinasehatPemohon,
akantetapiTermohontidakdapatmenerimanyasehinggaterjadilahpertengkaran

5. BahwaPemohonmencobauntukbersikapsabarmenghadapiTermohon,
akantetapipermasalahantidakpernahadahentinya, perselisihan dan
pertengkaranterusterjadiantaraPemohon dan Termohon,
sehinggapermasalahaninisangatlahmenguraspikiranPemohon,
PemohontelahmengutarakanmasalahinikepadaTermohon dan
pernahdimusyawarahkanantarakeluargaPemohon dan

Termohonakantetapimenemuijalanbuntu,

sehinggasudahtidakadalagipeluanguntukPemohon dan
Termohonuntukbersatulagisehinggaperceraianadalahjalan yang
terbaikbagiPemohon dan Termohonsudahhampir 7 (tujuh)

bulanpisahranjang dan pisahtempattinggal;

6. Bahwadariapa yang telahPemohonkemukakandiatas,
sangatberalasankiranyaPemohonmengajukanpermohonanceraiinisebagaim
anatercantumdalampasal 116  huruf (f) KompilasiHukum  Islam,
antarasuamlistriterusmenerusterjadiperselisihan dan pertengkaran dan
tidakadaharapanuntukhiduprukunlagidalamrumahtanggasehinggauntukmen
capaikehidupanrumahtangga yang bahagia dan kekalmenujukeluarga yang
sakinah, mawadah dan warohmah, seperti yang dicita-citakanpasal 1
Undang-undang No.1 tahun 74 jo.pasal 3 KompilasiHukum Islam

sudahsangatjauhdariharapan;
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Berdasarkan pada apa yang telahdiuraikandiatas,
makadenganiniPemohonmemohonkepadaKetuaPengadilan Agama Cibinong
untukmemanggilPemohon dan Termohon agar hadir di mukapersidangan,
memeriksaperkara dan menjatuhkanputusansebagaiberikut :

1. MengabulkanpermohonanPemohon;
2.

MemberiijinkepadaPemohonPEMOHONuntukmenjatuhkantalaksaturaj'ikepa
daTermohonTERMOHON di depansidangPengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkanbiayaperkaramenuruthukum;

ApabilaMajelis Hakim berpendapat lain mohonputusan yang seadil-adilnya;

BahwaPemohon dan Termohontelahdatangmenghadapsecarapribadi
pada hari dan tanggalpersidangan yang telahditentukan, dan
MaijelistelahberusahamendamaikanPemohon dan Termohon,
baiksecaralangsungdipersidanganmaupunmelalui mediator yang telahditunjuk
oleh majlis yang bernamaAlun Brahma Santi,SH.MH., dan mediator
tersebuttelahdisetujui oleh keduabelahpihak, dan
mediasitersebuttelahdilaksanakan pada tanggal19 November 2018,
namunupayaperdamaian dan mediasitersebuttidakberhasil;

BahwaselanjutnyadibacakansuratpermohonanPemohon yang
isinyatetapdipertahankan oleh
Pemohondengantidakadaperubahanataupenambahan;

BahwaataspermohonanPemohontersebutTermohontelahmengajukanjaw
abansecaratertulisyang pada pokoknyasebagaiberikut:

POKOK PERKARA
1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal — hal yang diajukan
oleh Pemohon dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal — hal yang diakui
secara tegas dan terang kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang
sah , yang menikah pada tanggal 24 November 2010, yang dicatat oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota
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Jakarta Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1391/ 134/Xl /
2010 tanggal 24 November 2010.
3. Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal bersama di Met Land Trasyogi Gandaria Xl No. 46 RT.06/RW.16
Kel. Cipenjo Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan saat ini sudah berpisah tempat
tinggal.
4. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon
telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang
anak yang bernama :
4.1. KENZIE NARARYA DANURDARA umur 7 tahun , lahir pada bulan
Agustus 2011 dan dalam asuhan Termohon;
4.2. KEISHA FARRAS ANINDITA umur 5 tahun, lahir pada bulan Agustus
2013 juga dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa tidak benar dalam membina rumah tangga sering terjadi
keributan, sedangkan Pemohon jarang berada dirumah karena pekerjaan
yang menuntutnya harus sering berada diluar negeri. Dan ketika pulang
hanya dalam waktu yang tidak seberapa lama sehingga untuk waktu yang
relatif singkat itu oleh Termohon dianggap adalah waktu yang sangat
berharga untuk kehidupan keluarganya dan dimanfaatkan sebaik-baiknya
untuk menumpahkan kasih sayang terhadap Pemohon sebagai suami
Termohon.
6. Bahwa tidak benar Termohon jika dianggap tidak menghargai orang tua
Pemohon, sebab selama ini Termohon merasa ini tidak pernah
membedakan  sikap menghormati antara orang tua Pemohon dan
Termohon. Dan Termohon juga beranggapan bahwa orang tua Pemohon
adalah juga orang tua Termohon.
7. Bahwa tidak benar jika Termohon bersikap seperti tidak bisa untuk
dinasehati oleh Pemohon, karena Termohon sering kali minta untuk dididik
dengan baik sebagai istri yang memang butuh bimbingan oleh Pemohon
sebagai seorang suami, dan itu sulit didapatkan setelah akhir-akhir ini
diketahui bahwa Pemohon ternyata sudah menikah lagi dengan wanita lain
yang bernama IRAYANA ISWA tanggal 14 Oktober 2018 , diperkuat dengan
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bukti adanya surat pembelian sebentuk cincin yang biasa digunakan orang
untuk dijadikan mas kawin, tertanggal 17 September 2018 oleh Termohon
pada dompet Pemohon yang terjatuh, Sejak inilah keributan sering terjadi
karena Pemohon suka marah-marah pada anak-anak tanpa alasan yang
jelas, dan Termohon merasa tidak terima melihat hal tersebut.

8. Bahwa benar sudah hampir 7 bulan Pemohon dan Termohon sudah

pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi.

DALAM REKONPENSI :
1. Bahwa dalam hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konpensi
tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan
Rekonpensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi
dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami dan
ayah sekaligus kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggungjawab
terhadap keluarga, maka Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi
mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu : menafkahi dan
tetap memperhatikan segala kebutuhan dan perhatian baik terhadap anak
maupun terhadap Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan
Tergugat Rekonpensi telah dilahirkan 2 (dua) anak yang bernama “ KENZIE
NARARYA DANURDARA umur 7 tahun dan KEISHA FARRAS ANINDITA
umur 5 tahun”, vyang terhitung masih dibawah umur serta masih
memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Yang
Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan untuk
memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu
kandung dari anak tersebut;
5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi adalah seorang Karyawan
Swasta danmemiliki penghasilan tetap , maka mohon kepada Yang Mulia
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan

biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Konpensi atau Tergugat
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Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
sebagai kewajiban Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi terhitung
sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong dan telah
mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak itu dewasa atau mandiri.
Sejak bulan September biaya hadlonah ini tidak ditunaikan oleh Pemohon,
maka itu kami anggap menjadi nafkah terhutang yang harus dibayarkan
pada waktu ikrar talak dibacakan, sejumlah Rp.6 0.000.000,- (enam puluh
juta rupiah).

6. Bahwa mengingat untuk kepentingan masa depan anak-anak maka
Termohon meminta agar mobil dan rumah tinggal yang ditempati oleh
Termohon dan anak-anak sekarang agar ditetapkan untuk menjadi hak
anak-anak sepenuhnya dan angguran agar menjadi kewajiban Pemohon
untuk membayarnya sampai lunas cicilannya,serta ditetapkan dalam amar
putusan.

7. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat
Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi
kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi
sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP.9 Tahun 1979 jo Pasal 149
huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah
Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan harus diberikan secara
tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi atau Tergugat
Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

8. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami
wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konpensi atau Penggugat
Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang waijib
diberikan oleh Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi kepada
Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta
rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan
oleh Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi dihadapan Yang Mulia

Hakim yang memeriksa perkara ini.
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Termohon
Konpensi atau Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis
Hakim Pengadilan Agama Cibinong berkenan memeriksa dan memutus perkara

ini sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konpensi atau Tergugat
Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk
membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Termohon Konpensi atau
Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konpensi
atau Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi atau Tergugat
Rekonpensi putus karena perceraian;

3. Menetapkan hukum bahwa Termohon Konpensi atau Penggugat
Rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan
terhadap dua orang anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon
Konpensi atau Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi atau
Tergugat Rekonpensi yaitu KENZIE NARARYA DANURDARA umur 7 tahun
dan KEISHA FARRAS ANINDITA umur 5 tahun

4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlonah (nafkah anak) terhadap
KENZIE NARRARYA DANURDARA, umur 7 tahun dan KEISHA FARRAH
ANINDITA umur 5 tahun,dibebankan kepada Pemohon Konpensi atau
Tergugat Rekonpensi sebesar RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
perbulan dari gaji Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi terhitung
sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong dan mempunyai
kekuatan hukum tetap hingga anak itu dewasa dan mandiri dan diserahkan
tiap bulannya kepada Termohon Konpensi atau Penggugat Rekonpensi
selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai

pengasuhnya;

Halaman 8 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk memberi
nafkah iddah kepada Termohon Konpensi atau Penggugat Rekonpensi
selaku istri dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim sebesar Rp.45.000.000,-
(empat puluh lima juta rupiah ) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan
oleh Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi;

6. Menetapkan secara hukum bahwa mobil dan rumah tinggal yang ditempati
oleh anak-anak dan Termohon Konpensi atau Penggugat Rekonpensi
menjadi milik anak-anak sepenuhnya dan angsurannya menjadi kewajiban
Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya sampai
lunas cicilannya.

7. Menghukum Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk memberi
Mut'ah kepada Termohon Konpensi atau Penggugat Rekonpensi selaku
istri sebesar Rp.100. 000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai pada saat
ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi atau Tergutat Rekonpensi
dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;

8. Menghukum Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk
membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya. (Ex aequo et bono).

BahwaatasjawabanTermohontersebut,
Pemohontelahmengajukanrepliknyasecaratertulis yang pada
pokoknyaadalahsebagaiberikut:

1. BahwaPemohonmasihtetapberpendiriandengandalil-
dalilPermohonanterdahulu dan tetapmenolakdengantegasdalil -
daliljawabanTermohonkecualiterhadaphal-hal yang

diakuisecarategasdalampersidangan ;
2. Bahwadengantidakharusmenggambarkan dan

menceritakandenganbanyaknyarangkaian kata-kata, segalakebaikan-
kebaikan dan kesalahankesalahan yang telahterjadiantaraPemohon dan
Termohonselamamenjalanikehidupanberumahtangga,dengantelahdiajukany

apermohonanceraitalakmelaluiPengadilan Agama Cibinong dan telah pula
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diikutirangkaianmediasisebagai salah
satusyaratdilanjutkanyapemeriksaanperkara a-

quo,hinggasaatinihubunganantaraPemohon danTermohonsemakinjauhdari

katadamai;

3. Bahwaperselisihan dan pertengkaranantaraPemohon dan Termohon,
pada saatinitampakjelas, terbuktidaridaliliawabanTermohon yang
menyatakandemikian, dan Termohon pun

menyetujuidenganperceraianinisehinggasudahsepantasnyaMajelis ~ Hakim
menilaiperkawinaninisudahpecahkarenasampaisaatiniantaraPemohon dan

Termohontidaklagimemenuhihak dan kewajibanyamasing-masing;
4. Bahwademikian pula pada

dasarnyaPemohontidakinginmempersoalkankembalihal-hal yang telahterjadi
yangsangatmenyakitkanTermohon, = Pemohonadalahmanusiabiasa yang

tidaksempurnasebagaimanusia dan sebagaiseorangsuami;
5. BahwaPemohonmenyadari dan mengertiakibatdaritalak yang dijatuhkan

oleh seorangsuami, tetapipermintaanTermohonsangatsulituntukdipenuhi
oleh Pemohon, bagaimanamungkinPemohon yang
barumerintislagibekerjaharusmemenuhipermintaanTermohon yang

jumlahnyasangatfantastis;
6. BahwaTermohonmenyadari dan

mengetahuibetulPemohonbarumasukbekerjalagi,

sehinggakemampuanPemohon pun sangatterbatas, Pemohonsanggup dan
akanmemberikan mut'ah kepadaTermohonsebesarRp. 3.000.000,. (tigajuta
rupiah), setiapbulan/selama masa iddah, dan sanggupmemberikannafkah
iddahsebesarRp. 3.000.000,. (tigajuta rupiah) setiapbulan/selama masa

iddah;

7. Bahwamengenaipengasuhan dan pemeliharaananak pada
dasarnyaPemohontidakkeberatanberadadalampemeliharaan dan
pengasuhanTermohon,

dengancatatanmemberikankebebasanseluasluasnyakepadaPemohonuntukb
ertemudengananak-anak, dan
Pemohonsanggupuntukmemberikanbiayauntukanak-anaksebesarRp.
5.000.000,. (lima juta rupiah) setiapbulan;
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8. BahwamengenaigugatanrekonpensidariTermohonmengenaimobil dan
rumah, tidakakanditanggapi oleh
PemohonkarenaPemohonberanggapanhaltersebutdiluarakibattalakdariPem

ohonsebagaisuami;
9. BahwasebagaimanapermohonanPemohon dan jawabandariTermohon,

kehidupanrumahtanggaPemohon dan Termohon yang
sangatjauhkearahperbaikan dan tidakmungkinkiranyadipersatukankembali,
karena indicator perselisihanantaraPemohon dan Termohon yang
merusaksendi-senditatanankehidupanrumahtanggasudahnampak,

sehinggasudilahkiranyaMajelis Hakim memberikanputusan :

1. MengabulkanpermohonanPemohon;
2. MemberiijinkepadaPemohonYudhaGantinabinJuhanaRahmat

untukmenjatuhkantalaksaturaj’l
kepadaTermohonDyahAstriwardhanibintiWidodo  Setiawan  di

depansidangPengadilan Agama Cibinong;
3. MenetapkanPemohonuntukmemberikan :
3.1 Mut’ah sebesarRp. 3.000.000,. (tigajuta rupiah);
3.2 Nafkah iddah sebesarRp. 3.000.000 (tigajuta rupiah)

setiapbulan;
3.3 Biayauntukanak-anaksebesarRp. 5.000.000,. (lima juta

rupiah) setiapbulan
4. Menetapkanbiayaperkaramenuruthukum;
ApabilaMajelis Hakim berpendapatlain :
- Mohonputusan yang seadil-adilnya
BahwaatasreplikPemohontersebut, Termohon juga
telahmengajukandupliknyasecaratertulis yang pada

pokoknyaadalahsebagaiberikut:;

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya kami tetap pada jawaban kami semula, serta menolak
seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
Oleh karena Tergugat hanya akan menganggapi terhadap jawaban Penggugat

yang dianggap perlu.
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DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa karena menyadari dan mengetahui betul sistem kerja dari
Pemohon yang mulai bekerja lagi dikarenakan hanya karena libur cuti
jatah dari perusahaan tempat bekerja dan bukan dari memulai pekerjaan
baru maka, alasan untuk kemampuan yang sangat terbatas adalah suatu
hal yang diada-adakan. Jelas sekali Pemohon adalah berkerja pada
perusahaan asing dan mendapat gaji dalam nilai dolar setiap bulannya
sebesar 2000 (dua ribu dolar) atau sekira Rp. 26.000.000,- (dua puluh
enam juta rupiah). Hingga untuk nilai masa Iddah dan Mut'ah sedikitnya
sesuai dengan nilai nafkah yang menjadi tuntutan Termohon, yaitu
Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) per bulannya. Untuk iddah
menjadi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Mut'ah juga
sama yaitu Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)hingga
seluruhnya berjumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan
harus dibayar pada saat ikrar talak dibacakan.

2. Bahwa untuk bertemu dengan anak-anak Termohon tidak
keberatan sepanjang anak-anak juga menginginkan untuk bertemu
dengan Pemohon.Kemudian mengenai kesanggupan untuk biaya anak
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, Termohon merasa
keberatan, karena sepanjang yang diketahui oleh Pemohon atas biaya
yang dibutuhkan oleh anak-anak adalah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima
belas juta rupiah) per bulan dengan perincian sebagai berikut adalah

untuk hal-hal dibawah ini

- SPP sekolah anak-anak : Rp. 2.000.000,-
- Transport anak kesekolah:: Rp. 2.000.000,-
- Ektra kulikuler anak-anak : Rp. 2.000.000,-
- Biaya makan dan jajan anak: Rp. 5.000.000,-

- Lain-lain (pakaian dan kesehatan): Rp. 4.000.000,-
Total :Rp.15.000.000,-

3. Bahwa Pemohon tidak menyebut tentang nafkah hadlonah

terhutang yang tidak ditunaikan sejak bulan September maka Termohon
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mengingatkan dalam hal ini masih menjadi tuntutan kami yaitu sebesar
Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan harus dibayarkan pada
waktu ikrar talak dibacakan.
4. Bahwa mengenai rumah dan mobil adalah untuk kepentingan
anak maka Termohon jadikan salah satu tuntutan dan Termohon
meminta agar Pemohon  bersedia untuk bersama-sama dengan
Termohon agar membuat kesepakatan hibah terhadap harta tersebut
sebagai hibah kepada anak-anak.

DALAM EKSEPSI:
1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Tergugat
Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat
Rekonpensi seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama KENZIE NARARYA
DANURDARA dan KEISHA FARRAS ANINDITA berada dalam Hak
Asuh Tergugat .
4, Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk
membayar seluruh biaya terhadap Hadlonah yang terhutang selama
anak dalam pengasuhan Tergugat sebesar Rp.60.000.000,- ( enam
puluh empat juta rupiah) dan harus dibayarkan pada saat keputusan
dibacakan.
5. Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya iddah kepada Tergugat sebesar Rp.45.000.000,-
(empat puluh lima juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.45.000.000,-
(empat puluh lima juta rupiah) harus dibayarkan pada saat ikrar talak
dibacakan.
6. Menetapkan secara hukum biaya hadlonah terhadap anak-anak
dan dibebankan kepada PenggugatKonpensi/ Tergugat Rekonpensi
sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan atau
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setidak-tidaknya 1/3  (sepertiga) dari penghasilan Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputuskan
oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan dan mempunyai kekuatan
hukum tetap hingga anak menjadi dewasa dan mandiri.
7. Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk
membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono).

Menimbang,
bahwauntukmenguatkandalilpermohonannyaPemohontelahmenyerahkanalatbu
ktitertulisberupa:

1. FotokopiKutipanAkta Nikah Nomor : 1391/134/X1/2010 bertanggal 24
Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
KecamatanJatinegara Kota Jakarta Timur,
Buktisurattersebuttelahdiberimateraicukup dan
telahdicocokkandenganaslinyakemudiandiberitandaalatbukti P.1;

2. FotokopiKartuTandaPenduduk NIK 3175030810811001
atasnamaPemohon , yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Jakarta Timur,
bertanggal 20 April 2018. Buktisurattersebuttelahdiberimeteraicukup dan
telahdicocokkandenganaslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh
KetuaMaijelisdiberitanda P.2;

Bahwaselainbuktitertulis, Pemohontelah pula menghadirkan 2 orang
saksi di persidangan yang menerangkan di bawahsumpahnyayaitu:

1. Nina Susantibinti Edi Warhusin, memberikanketerangan pada
pokoknyasebagaiberikut:

- Bahwa, saksikenalPemohon dan Termohon dan
memilikihubungandenganPemohonsebagaiibukandungPemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohonadalahsuamiistri;

- Bahwa, selamaperkawinanPemohondenganTermohontelahdikaruniai 2

orang anak;
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- Bahwa, keadaanrumahtanggaPemohon dan Termohon pada
awalnyamasihrukun dan harmonis, Saksitidakmelihat dan
mendengarpertengkarandalamrumahtanggamereka;

- Bahwa,
SaksitidakmengetahuipenyebabperselisihandalamkeluargaPemohon dan
Termohon, Pemohontidakpernahterbukakepadasaksi,
Pemohonbilanghanyaia dan istrinyasaja yang tahu;

- Pemohon dan Termohonsudahpisahrumahselama 6 bulan;;

- BahwasaksisudahberusahamendamaikanPemohon dan Termohon,
namuntidakberhasil;

- BahwaPemohonbekerja di pelayaranbagianrestoran,
tapisaksitidakmengetahuigajiPemohon;

- BahwaselamainigajiPemohondiberikankepadaTermohon,
saksitidaktahumasalahgajinya;

- BahwasaksimengetahuidariPemohonbahwasejakbulan September
PemohonmasihmengirimuangkepadaTermohonuntukkeperluananaknyabe
berapa kali sebesarRp. 7.5 juta, 4 juta, 12 juta dan terakhir 14,9 Juta;

- BahwaPemohonterakhirpulangbulan September 2018 dan
pergilagibulanDesember 2018;

- Pemohonbiasanyadapatcutitahunanselama 3 bulan;

- BahwaPemohonmasihbekerja di kapaltersebut;

- Bahwaanak-anakPemohon dan Termohonsekolah di Al-Azhar Cibubur;

- BahwaSaksitidakmengetahuibiayasekolahanakPemohon dan Termohon,
ibunya yang lebihtahumasalahitu;

2. Ryan S Kahman bin Aman Zaenudin, memberikanketerangan pada
pokoknyasebagaiberikut:

- Bahwa, saksikenalPemohon dan Termohon dan
memilikihubungandenganPemohonsebagaitemankerjaibukandungPemoh
on;

- Bahwa, Pemohon dan Termohonadalahsuamiistri;

- Bahwa, selamaperkawinanPemohondenganTermohontelahdikaruniai 2

orang anak;
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- Bahwa, saksitidakmengetahuikeadaanrumahtanggaPemohon dan
Termohon;
- Bahwasaksitidakmengetahuipenyebabperselisihan dan

pertengkaranantaraPemohon dan Termohon;

- BahwasasitidakmengetahuiantaraPemohon dan
Termohonsudahpisahrumah;

- BahwasaksitidakpernahmenasehatiPemohon dan Termohon;

- BahwaPemohonkerja di pelayaran di bagianrestoran,
tapisaksitidakmengetahuigajiPemohon;

- Bahwasaktitidakmengetahuimasalahgajinya;

- Bahwasaksitidakmengetahuiterakhir kali
PemohonmemberikannafkahkepadaTermohon;

- BahwasaksiketemuterakhirPemohonawalDesember 2018 dan

sejakituPemohonpergilariberlayar;

Menimbang, bahwaPemohonmenyatakanmencukupkanbuktinya dan
tidakakanmenyampaikanbuktibaru,
meskipunMajelistelahmemberikankesempatanuntukitu;

Menimbang, bahwauntukmenguatkankandalil-dalilbantahannya,
Termohon juga menyampaikanalatbuktitertulisberupa:

1. FotokopiKutipanAkta Nikah Nomor : 1391/134/X1/2010 bertanggal 24
Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
KecamatanJatinegara Kota Jakarta Timur,
Buktisurattersebuttelahdiberimateraicukup dan
telahdicocokkandenganaslinyakemudiandiberitandaalatbuktiT.1;

2. FotokopiKartuTandaPenduduk NIK 3175035910820015 atasnama
Termohon, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Jakarta Timur, bertanggal 20
April 2018. Buktisurattersebuttelahdiberimeteraicukup dan
telahdicocokkandenganaslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh
KetuaMajelisdiberitandaT.2;

3. Fotokopibukti pembelian cincin perkawinan Pemohon dengan isteri barunya

bertanggal17 September 2018. Buktisurattersebuttelahdiberimeteraicukup
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dan telahdicocokkandenganaslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh
KetuaMajelisdiberitandaT.3;

4. Fotokopibukti pemotongan gaji Pemohon untuk isteri ke-2 nya sebesar UU$
500 bertanggal11 agustus 2018. Buktisurattersebuttelahdiberimeteraicukup,
lalu oleh KetuaMaijelisdiberitandaT.4;

5. Fotokopibukti print out foto dari Media social pernikahan Pemohon dengan

isteri ke-2 nya tanggal 14 Oktober 2018.
Buktisurattersebuttelahdiberimeteraicukup dan
telahdicocokkandenganaslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh

KetuaMajelisdiberitandaT.5;
6. Fotokopiprint out slip gaji Pemohon periode  Juli 2018.
Buktisurattersebuttelahdiberimeteraicukupi, lalu oleh
KetuaMaijelisdiberitandaT.6;

Bahwaselainbuktitertulis, Termohontelah pula menghadirkan 2 orang
saksi di persidangan yang menerangkan di bawahsumpahnyayaitu:
1. Diah Puspitasari binti Widodo Setiawan, memberikanketerangan pada
pokoknyasebagaiberikut:

- Bahwa, saksikenalPemohon dan Termohon dan
memilikihubungandenganPemohonsebagaikakakkandungTermohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohonadalahsuamiistri;

- Bahwa, selamaperkawinanPemohondenganTermohontelahdikaruniai 2
orang anak;

- Bahwa, rumahrumahtanggaPemohon dan Termohonmasihrukun dan
harmonissaksitidakmelihat dan
mendengarpertengkarandalamrumahtanggaPemohon dan Termohon;

- Bahwasaksitidakmengetahuiperselisihandalamrumahtanggamereka;

- sepengetahuansaksiwalaupunmerekatidakbertengkar,
tapiTermohoncurhatkepadasaksibahwaPemohontelahmenikahlagidengan
wanita lain yang bernamalrayana;

- BahwasaksimengetahuiPemohonterakhirpulangbulanAgustus2018  dan

sejakitutidakpernahkelihatanlagi;
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- BahwasaksisudahmenasehatiTermohon, namuntidakberhasil;

- BahwaPemohonkerja di PelayaranbagianrestorangajiPemohonsekitarUS$
2.000;

- Bahwasaktitidakmengetahuimasalahgajinyadiberikan pada

siapaselamaini;

BahwasetahusaksisejakterakhirpulangPemohonsudahtidakmemberikanna
fkahuntukanak dan istrinya;

- BahwaPemohonbiasanyadapatcutitahunanselama 3-4 bulan;

- BahwasekarangPemohonmasihbekerja di kapaltersebut;

- Bahwaanak-anakPemohon dan Termohonsekolah di Al-Azhar Cibubur;

- Bahwauntukkeperluansekolahanak-anaksekitar 2 jutasetiapbulan;

- BahwasaksitidakmengetahuiperihalkirimanuangsebesarRp. 14.000.000,-

(empatbelasjuta rupiah)

2. Rosy MelatibintiBachtiarDjunus, memberikanketerangan pada
pokoknyasebagaiberikut:
- Bahwa, saksikenalPemohon dan Termohon dan

memilikihubungandenganPemohonsebagaitetanggaTermohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohonadalahsuamiistri;

- Bahwa, selamaperkawinanPemohondenganTermohontelahdikaruniai 2
orang anak;

- Bahwa, rumahrumahtanggaPemohon dan Termohonmasihrukun dan
harmonissaksitidakmelihat dan
mendengarpertengkarandalamrumahtanggaPemohon dan Termohon;

- BahwasaksitidakmengetahuiperselisihandalamrumahtanggaPemohon dan
Termohon;

- sepengetahuansaksiwalaupunmerekatidakbertengkar,
tapiTermohoncurhatkepadasaksibahwaPemohontelahmenikahlagidengan
wanita lain yang bernamalrayana;

- BahwasaksimengetahuiPemohonterakhirpulangbulanAgustus2018  dan

sejakitutidakpernahkelihatanlagi;
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- BahwasaksitidakmengetahuiPemohonkerjadimana dan berapagajihnya

- Bahwasaksitidakpernahtahumasalahgajinyadiberikankepadasiapa;

Menimbang, = Termohonmenyatakanmencukupkanbukti-buktinya  dan
tidakakanmenyampaikanbuktibaru,
meskipunMajelistelahmemberikankesempatanuntukitu;

Menimbang, Pemohon menyampaikan kesimpulansecaralisan yang
pada pokoknyamenyatakantetap pada permohonannya dan repliknyabegitu
juga denganTermohontelahmengajukankesimpulannyasecaralisan yang pada
pokoknyamenyatakantetap pada jawaban dan dupliknya dan
menyatakantidakkeberatanuntukbercerai,
tetapikeberatandengankesanggupanPemohonakibatperceraiannya;

Bahwauntukmempersingkaturaianputusaninimajelis hakim menunjukhal-
hal yang tercantumdalamberita acara persidanganperkaraini merupakanbagian
yang tidakterpisahkandariputusanini;

PertimbanganHukum
Menimbang, bahwamaksud dan
tujuanpermohonanPemohonadalahsebagaimanateruraidiatas;
DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwaPemohon dan Termohontelahhadir di
depanpersidangan dan gunamemenuhiketentuanPasal 82 ayat (2) Undang-
UndangNomor 7 Tahun 1989 yang di rubahmenjadiUndang-Undang No. 3
Tahun 2006 dan Undang-UndangNomor 50 Tahun 2009
tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor 7 Tahun 1989
tentangPeradilan Agama, Majelis Hakim
telahberusahauntukmendamaikankepadaPemohon dan
Termohonagartidakbercerai,
akantetapiusahatersebuttidakberhasilkarenaPemohontetapataspendirianpermo
honannya.;

Menimbang, bahwaberdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016
tentangProsedurMediasi di Pengadilan, majlis hakim telahmenunjuk mediator
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yang bernamaAlun Brahma Santi,SH.MH.,
untukmendamaikanPemohondenganTermohon,
namunupayaperdamaianmelaluimediasitersebuttidakberhasil (gagal);

Menimbang,
bahwasebelummempertimbangkanpokokperkaraMajelisakanmempertimbangka
nterlebihdulukedudukan para pihakdalamperkara aquo;

Menimbang, bahwaberdasarkanalatbukti P-1 dan  T.1berupa
FotokopiKutipanAkta Nikah Nomor1391/134/X1/2010
Jtelahdiberimateraisecukupnya dan telahdicocokkandenganaslinya, yang
dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama
KecamatanJatinegara Kota Jakarta Timur, tanggal 24 Nopember 2010,
makabuktitersebuttelahmemenuhisyaratformil dan materilalatbukti, dan oleh
karenanyadapatdipertimbangkansebagaialatbukti yang sah yang
mempunyainilaipembuktian;

Menimbang, bahwaberdasarkanalatbukti P-1 tersebut,
makaterlebihdahuludapatdinyatakanterbuktibahwaPemohon dan
Termohonadalahsuamiistri  yang sah, telahmenikahsecaraSyariat Islam,
sehinggaPemohonmempunyai legal standing
untukmengajukanpermohonanceraiterhadapTermohon;

Menimbang, bahwaberdasarkanalatbukti P-2 dan T.2, berupaFotokopi
KTP Pemohondan Termohontelahdiberimateraisecukupnya dan
telahdicocokkandenganaslinyaterbuktiPemohonberdomisili di
wilayahKabupaten Bogor, oleh karenanyaberdasarkanPasal 49 ayat 1 huruf (a)
dan Pasal 66 ayat 1 Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang
telahdiubahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 dan
perubahankeduadenganUndang-UndangNomor 50 tahun 2009
tentangPeradilan Agama, makaPengadilan Agama Cibinong
berwenangmemeriksa dan menyelesaikanpermohonanPemohon;

Menimbang,
bahwaberdasarkansuratpermohonanPemohondiketahuipokokpermasalahandal
amperkarainibahwasejaktahun 2016 antaraPemohon dan

Termohonseringterjadiperselisihan dan pertengkarandalamrumahtangganya,
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denganalasankarenaTermohonkurangmenghargaiPemohonsebagaiseorangkep

alarumahtangga, sukabertindaksemaunya dan
tidakpernahmenghiraukannasehatdariPemohon, Termohon juga
kurangmenghargai orang tuaPemohon,

PemohonsukamengingatkanTermohonuntukbisamengikutinasehatPemohon,
akantetapiTermohontidakdapatmenerimanyasehinggaterjadilahpertengkaran,
dan puncakperselisihansudahhampir 7 (tujuh) bulanPemohon dan
Termohontelahpisahranjang dan pisahtempattinggal;

Menimbang, bahwadalamjawabannya di depanpersidangan,
Termohonmenyampaikanbantahan secara tertulis yaitu Bahwatidakbenardalam
membina rumah tangga sering terjadi keributan, sedangkan Pemohon jarang
berada dirumah karena pekerjaan yang menuntutnya harus sering berada diluar
negeri. Dan ketika pulang hanya dalam waktu yang tidak seberapa lama
sehingga untuk waktu yang relatif singkat itu oleh Termohon dianggap adalah
waktu yang sangat berharga untuk kehidupan keluarganya dan dimanfaatkan
sebaik-baiknya untuk menumpahkan kasih sayang terhadap
PemohonsebagaisuamiTermohon, BahwatidakbenarTermohon jika dianggap
tidak menghargai orang tua Pemohon, sebab selama ini Termohon merasa
tidak pernah membedakan sikap menghormati antara orang tua Pemohon dan
Termohon. Dan Termohon juga beranggapan bahwa orang tua Pemohon
adalah juga orang tuaTermohon, Bahwatidakbenarjika Termohon bersikap
seperti tidak bisa untuk dinasehati oleh Pemohon, karena Termohon sering kali
minta untuk dididik dengan baik sebagai istri yang memang butuh bimbingan
oleh Pemohon sebagai seorang suami, dan itusulitdidapatkansetelahakhir-
akhirini diketahui bahwa Pemohonternyatasudahmenikahlagidenganwanita lain
yang bernama IRAYANA ISWA tanggal 14 Oktober 2018, diperkuat dengan
bukti adanya surat pembelian sebentuk cincin yang biasa digunakan orang
untuk dijadikan mas kawin, tertanggal 17 September 2018 oleh Termohon pada
dompet Pemohon yang terjatuh, Sejak inilah keributan sering terjadi karena
Pemohon suka marah-marah pada anak-anak tanpa alasan yang jelas, dan

Termohon merasa tidak terimamelihathaltersebut, bahwabenarsudahhampir 7
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bulan Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak
tinggalsaturumahlagi dan Tergugatkeberatanuntukbercerai;

Menimbang, bahwaberdasarkan jawaban Termohon nomer 5 dalam
konpensi yang menyangkal tentangadanyakeributan dalam rumah tangga,
namun dalam jawaban nomer 7 diakui adanya keributan yang dimulai setelah
ditemukannya surat pembelian cicin yang biasa digunakan orang untuk
dijadikan mas kawin tertanggal 17 September 2018 oleh Termohon pada
dompet Pemohon yang jatuh, yang akhirnya dengan wanita lain yang bernama
Irayana Iswa tanggal 14 Oktober 2018, sehingga sering terjadi keributan karena
Pemohon suka marah-marah pada anak-anak tanpa alasan yang jelas dan
Termohon merasa tidak terima melihat hal, dan
Termohontelahmengakuitelahpisahrumahdengan ~ Termohonsejakhampir 7
bulan. Ketentuanpasal 174 HIR menyatakan: “Pengakuan yang
diucapkandihadapan hakim, cukupmenjadibukti yang memberatkan orang, baik
yang diucapkannyasendirimaupundenganpertolongan orang lain, yang
istimewadikuasakanuntukitu”. Oleh
karenaituberdasarkanketentuantersebutsecarayuridisformiltelahterbuktisecaras
ahbahwatelahterjadiperselisihan dan pertengkarandalamrumahtanggaPemohon

dan termohon. Namundemikianmasihperludibuktikan adalah
apakahadanyaperselisihan dan pertengkaran yang dimaksud
telahberlangsungsecara terusmenerus dan

sulitdiharapkanuntukdapatdirukunkankembali?

Menimbang, bahwauntukmembuktikandalilpermohonannya,
Pemohontelahmenghadirkan 2 orang saksi yang memberikanketerangan di
bawahsumpah;

Menimbang, bahwasaksi yang diajukan oleh PemohonbernamaNina
Susantibinti Edi Warhusin dan Ryan S Kahman bin Aman Zaenudin,
telahdewasa dan telahmemberikanketerangan di bawahsumpahnya, dan
keteranganantarasaksi-saksisalingbersesuaian oleh
karenanyaketerangansaksi-saksitersebutdapatditerima dan

dipertimbangkansebagaibukti;
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Menimbang, bahwakedua orang saksitersebutmenerangkan di
depanpersidangan yang disimpulkanbahwasaksitidakpernah melihat langsung
perselisihan dan pertengkaranantaraPemohon dan
Termohonhanyamengetahuisudahpisahrumahselama 6 bulan,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon
juga mengajukan bukti-bukti berupa surat T.1 sampai T.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3, berupa fotokopi dan telah sesuai
dengan aslinya, maka Majelis menilai bukti tersebut merupakan akta di bawah
tangan, namun karena tidak dibantah oleh Pemohon, maka dapat dijadikan
sebagai bukti permulaan,;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T4, berupa fotokopi dan tidak dapat
menunjukan aslinya, maka Majelis menilai bukti tersebut merupakan surat
biasa, maka alat bukti tersebut masuk dalam kategori alat bukti permulaan,
disisi lain Pemohon tidak membantah bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pembuktian tersebut pihak
Pemohon diminta oleh Majelis Hakim untuk tanggapan namun tidak
memberikan tanggapan, maka Terhadap sikap Pemohon tersebut Majelis
Hakim perlu mengetengahkan kaidah figh yang berbunyi:

2 - — - 0 9=
9 SoSiull 3SJ5 (J88 caSliv Il Cainls
Ol asladl o 5=a

artinya “tidak bisa dinisbahkan/dianggap kepada orang yang diam
pernyataan apapun, akan tetapi diamnya seseorang dalam kondisi
dibutuhkannya suatu penjelasan adalah persetujuan/pernyataan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
terhadap bukti T.3 dan T4, terbukti adanya pembelian cicin oleh Pemohon
untuk wanita lain dan terbukti adanya pemberian potongan gaji Pemohon oleh
perusahaan tempat Pemohon bekerja untuk istri keduanya yang bernama
Irayana Iswa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 adanya print out foto-foto
pernikahan Pemohon dengan wanita lain melalui media social, Majelis Hakim

menilai bahwa print out tersebut adalah hasil cetak dari dokumen/informasi
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elektronik sehingga merupakan bagian dari informasi elektronik, oleh karena itu
hasil percakapan atau foto-foto dalam print out yang diajukan oleh Termohon
tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana maksud
Pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) doan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehingga terbukti
Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain yang benama Irayana Iswa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 yang merupakan fotokopi dari prin
out, Majelis Hakim menilai bahwa print out tersebut adalah hasil cetak dari
dokumen/informasi elektronik sehingga merupakan bagian dari informasi
elektronik, oleh karena itu dokumen dari print out yang diajukan oleh Termohon
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat
(1) dan pasal 5 ayat (1) doan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehingga terbukti Pemohon
mendapatkan gaji dari perusahaannya sebesar US$ .2.022.15;

Menimbang bahwa 2 orang saksiyang diajukan oleh Termohon
bernamaDiahPuspitasaribinti Widodo Setiawan dan Rosy
MelatibintiBachtiarDjunus, telahdewasa dan telahmemberikanketerangan di
bawahsumpahnya, dan keteranganantarasaksi-saksijuga
memberikanketerangan yang samadengansaksi-saksiPemohon, yaitusaksi
jugatidakmengetahuiadanyaperselisihan dan
pertengkaranPemohondenganTermohon,
namunmerekamengetahuipisahrumahnyaPemohon dan
Termohonselamaenambulan dan sudahtidakadahubungansuamiistrilagi;

Menimbang, bahwawalaupunsaksiPemohon dan
Termohontidakpernahmelihatataupunmendengarsecaralangsungpercekcokan
yang terjadi, namunMajelis Hakim
berkesimpulanbahwakeadaanrumahtanggaPemohon dan Termohontelahpecah
dan sulituntukdidamaikan,
karenatidaksemuaperpecahandalamrumahtanggaselaluditampakkandenganada
nyacekcokmulut dan pertengkaranfisik, dan
kalaupunhalituterjaditidakselalubisadisaksikan oleh orang lain secaralangsung,

karenaperpecahandalamrumahtangga juga bisadenganadanyasikapsaling
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diam, ataukesepakatanuntuksalingpisahtempattinggal,
karenasangattidakwajarapabilarumahtanggaitutidakadamasalahakantergambarf
akta-faktatersebut di atas dan dengantidaktinggalserumahantaraPemohon dan
Termohondalamwaktu  yang cukup lama  yaknisejakbulanSeptember
2018hinggasekarang, adalahsuatu yang
tidakwajardalamkehidupanberumahtanggasehinggaMaijelis Hakim
telahmenemukanfaktakejadiannyayaiturumahtangga/perkawinanPemohon dan
Termohontelahpecah dan
tidakbisadirukunkansertasulituntukmewujudkanrumahtangga yang sakinah,
mawaddahwarahmah, sebagaimanadikehendakidalam Al-Qur'an pada Surat Ar-
Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

KompilasiHukum Islam;

Menimbang,
bahwaPemohonselamadalampersidangantelahmenunjukkansikap dan
keinginannyauntukberceraidenganTermohon, hal mana

berartiPemohontidakmaumempertahankanperkawinannyadenganTermohon;

Menimbang, bahwadalamsuatuperkawinanapabila salah
satupihaktelahberkeinginankerasuntukbercerai,
makahaltersebutmerupakanindikasibahwaperkawinanitutelahpecah,
sehinggaapabiladipaksakanuntukmempertahankannya,
makapatutdidugabahwahalituakanmenimbulkanmudlarat yang lebihbesardari
pada manfaatnyapadahalmenolakkemudharatanharuslebihdidahulukandari
pada memperolehkemaslahatan;

(Flad Cla e atie 2 il o )

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan-pertimbangan dan fakta-
faktatersebut di muka,
makatidaklahsewajarnyaPemohonmaumengorbankanperkawinannyadenganTer
mohonapabilatujuanperkawinansebagaimanamaksudPasal 1 Undang-
UndangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KompilasiHukum Islam

dapatdiwujudkandalamkehidupanrumahtanggaPemohondenganTermohon;
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Menimbang,
bahwadarikondisirumahtanggaPemohondenganTermohonsebagaimanatersebut
dimuka, jikadihubungkandengan dictum Pasal 1 Undang-UndangNomor 1
Tahun 1974 dapatdipahamibahwa salah satuunsurutama dan
terpentingutuhnyasebuahperkawinanadalahadanyaikatanbatin dan
apabilaunsurtersebutsudahtidakadalagi,
makahakikatperkawinantersebuttelahterurai dan terlepasdarisendi-sendinya,
dengandemikianmajelis hakim
berpendapatbahwarumahtanggakeduabelahpihaktelahpecah (broken marriage)
dan tidakadalagiharapanuntukdapatmembinarumahtangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmahsebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3
KompilasiHukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruumayat 21;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan-pertimbangantersebut di
atas, makadapatdiperolehfakta-fakta hukum bahwaantaraPemohon dan
Termohonselaluterjadiperselisihan dan
pertengkaranterusmenerusdalamrumahtangganya yang sulituntukrukunkembali
dan antaraPemohondenganTermohontelahpisahrumah;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan-pertimbangantersebut di
atas, majlis
berpendapatPemohontelahberhasilmembuktikandalilpermohonannnya,
sepanjangtentang retaknyahubungansuamiistriyang
mengakibatkanmerekasudahtidakbisatinggalbesamadalamrumahtangga
Bersama dan nyatanyatelahberpisahselama 6 bulan,
permohonanPemohontelahsesuai dan memenuhimaksudPasal 19 huruf f
PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 junctoPasal 116 huruf f
KompilasiHukum Islam,
dengandemikianpermohonanPemohontelahterjadinyaperpecahanterbuktimenur
uthukum dan
dapatdikabulkandenganmenetapkanmemberiizinkepadaPemohonuntukmengikr
arkanterhadapTermohon di depansidangPengadilan Agama Cibinong,

setelahputusanmempunyaikekuatan hokum tetap;

Halaman 26 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DalamRekonpensi

Menimbang,
bahwadalamrekonvensiiniTermohondalamKonpensiselanjutnyaakandisebutseb
agaiPenggugatrekonpensi,
sedangkanPemohondalamKonpensiselanjutnyaakandisebutsebagaiTergugatrek
onpensi.;

Menimbang, bahwaapa yang
menjadipertimbangandalamKonpensimenjadidasar dan merupakanbagian yang
tidakterpisahkandalampertimbanganrekonpensi.;

Menimbang, bahwaPenggugatrekonpensimengajukangugatanrekonvensi
pada tahapjawaban, makasesuaiketentuanPasal 132 HIR,
secaraformilgugatantersebutdapatditerima.;

Menimbang,
bahwaselanjutnyadalamrekonpensiiniPenggugatrekonpensimenuntut :

1. Menetapkan hukum bahwa Termohon Konpensi atau Penggugat
Rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan
terhadap dua orang anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon
Konvensi atau Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi atau
Tergugat Rekonpensi yaitu KENZIE NARARYA DANURDARA umur 7 tahun
dan KEISHA FARRAS ANINDITA umur 5 tahun

2. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlonah (nafkah anak) terhadap
KENZIE NARRARYA DANURDARA, umur 7 tahun dan KEISHA FARRAH
ANINDITA umur 5 tahun,dibebankan kepada Pemohon Konpensi atau
Tergugat Rekonpensi sebesar RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
perbulan dari gaji Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi terhitung
sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong dan mempunyai
kekuatan hukum tetap hingga anak itu dewasa dan mandiri dan diserahkan
tiap bulannya kepada Termohon Konpensi atau Penggugat Rekonpensi
selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai
pengasuhnya;

3. Menghukum Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk memberi

nafkah iddah kepada Termohon Konpensi atau Penggugat Rekonpensi
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selaku istri dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim sebesar Rp.45.000.000,-
(empat puluh lima juta rupiah ) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan
oleh Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi;

4. Menetapkan secara hukum bahwa mobil dan rumah tinggal yang ditempati
oleh anak-anak dan Termohon Konpensi atau Penggugat Rekonpensi
menjadi milik anak-anak sepenuhnya dan angsurannya menjadi kewajiban
Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya sampai
lunas cicilannya.

6. Menghukum Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk memberi
Mut'ah kepada Termohon Konpensi atau Penggugat Rekonpensi selaku
istri sebesar Rp.100. 000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai pada saat
ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi atau Tergutat Rekonpensi
dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;

7. Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar
seluruh biaya terhadap Hadlonah yang terhutang selama anak dalam
pengasuhan Tergugat sebesar Rp.60.000.000,- ( enam puluh empat juta
rupiah) dan harus dibayarkan pada saat keputusan dibacakan.

Menimbang, bahwaketentuanPasal 86 ayat (1) Undang-UndangNomor 7
Tahun 1989 sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun
2006 dan denganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009
TentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor 7 tahun 1989
TentangPeradilan Agama menyatakan : “Gugatansoalpenguasaananak,
nafkahanak, nafkahistri dan hartabersamasuamiistridapatdiajukanbersama-
samadengangugatanperceraianataupunsesudahkeputusanperceraianmemperol
ehkekuatanhukumtetap” .;

Menimbang,
bahwaatasgugatanPenggugatrekonpensitersebutmakaMaijelis Hakim

akanmempertimbangkannyasebagaiberikut :

1. TentangHakPemeliharaan Anak:
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Menimbang, bahwadidalamgugatannyaPenggugatrekonpensi
mengajukangugatankepadaMajelis, agar hakpemeliharaanatasdua orang
anakhasilperkawinannyadenganTergugat rekonpensi ditetapkanada pada
Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwaberdasarkangugatanPenggugatrekonpensitersebut,
TergugatRekonpensimengajukanreplikyaitutidakkeberatanpengasuhananakbera
da pada PenggugatRekonpensidengancatatanmemberikankebebasanseluas-

luasnyakepadaTergugat rekonpensiuntukbertemudengananak-anak;

Menimbang, bahwabahwaketentuanPasal 41 huruf(a)Undang-
UndangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinanmenyatakan:
“Akibatputusnyaperkawinankarenaperceraianialah 5 (a)

Baikibuataubapaktetapberkewajibanmemelihara dan mendidikanak-anaknya,
Semata-mataberdasarkankepentingananak;

bilamanaadaperselisihanmengenaipenguasaanak-

anakpengadilanmemberikeputusannya. SedangketentuanPasal 105
KompilasiHukumlslamdinyatakan :“Dalamhalterjadinyaperceraian: (a)
Pemeliharaananak yang belummumayyizataubelumberumur 12
tahunadalahhakibunya.;

Menimbang, bahwaPenggugatrekonpensimendalilkananakPenggugat
rekonpensi dan Tergugat rekonpensimasihdibawahumurkarenaKenzie
NararyaDanurdara, lahirtanggal 24-08-2011 dan Keisha FarrasAnindita,
lahirtanggal 26-08-2013 dan dibenarkan oleh
TergugatRekonpensidalampermohonannya point 3, makaterbuktianak yang
bernamaKenzie NararyaDanurdara, lahirtanggal 24-08-2011 dan Keisha
FarrasAnindita, lahirtanggal 26-08-2013adalahanakPenggugatrekonvensi dan
TergugatRekonpensi yang saatinimasihberusia6 tahun6bulan (Kenzie
NararyaDanurdara) dan 5 tahun 5 bulan (Kenzie NararyaDanurdara),
sehinggaanaktersebutmasihdibawah 12 tahundan ataubelummumayyiz;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan-
pertimbangantersebutmakaMajelismenetapkanhakpemeliharaanatasanakKenzi
eNararyaDanurdara, lahirtanggal 24-08-2011 dan Keisha FarrasAnindita,
lahirtanggal 26-08-2013berada padahadlanah PenggugatRekonpensi selaku
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ibu  kandungnya, sampaidengananaktersebutDewasaatauMandiri.  Dan
gunamemenuhihak-hakkeduaanak a quo,
makaMajelismenyatakanbahwaTergugatRekonpensiselaku ayah
kandungnyadapatmenyalurkankasihsayangnyakepadakeduaanaktersebutdenga

nsepengetahuanPenggugatRekonpensi;

2. NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwadalamgugatannyaPenggugat rekonvensimeminta
kepada Tergugat Rekonvensiagar tetap memberikan biaya Terhadap anak
Penggugatrekonpensi dan TergugatRekonpensi sebesar Rp.15.000.000,-(lima
belasjutarupiah)/bulan, terhitungsejakperkarainidiputus oleh Pengadilan Agama
Cibinong dan mempunyaikekuatan hukum
tetaphinggaanaktersebutdewasaataumandiri dan diserahkan kepada
Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi di dalam jawaban dan
dupliknya mendalilkan Penggugat rekonpensi adalah karyawan swasta pada
perusahaan asing dan mendapatkan gaji dalam nilai dolar setiap bulannya
sebesar US$ 2000 (dua ribu dolar) atau setara dengan Rp. 26.000.000,- (dua
puluh enam juta rupiah) sementara biaya yang dibutuhkan anak setiap
bulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan perincian
sebagai berikut:

- SPP sekolah anak-anak : Rp. 2.000.000,-
- Transport anak kesekolah:: Rp. 2.000.000,-
- Ektra kulikuler anak-anak : Rp. 2.000.000,-
- Biaya makan dan jajan anak: Rp. 5.000.000,-

- Lain-lain (pakaian dan kesehatan): Rp. 4.000.000.-
Total :Rp.15.000.000,-

Menimbang, bahwaterhadapgugatanPenggugatrekonpensidiatas,

Tergugatrekonpensimenyatakan hanya sanggupmemberikanbiayauntukanak-
anaksebesarRp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena Tergugat rekonpensibaru
masuk bekerja lagi, sehingga kemampuan Tergugat rekonpensi sangat

terbatas;
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Menimbang, bahwaketentuanPasal 41 huruf (b) Undang-UndangNomor
1 Tahun 1974 TentangPerkawinanmenyatakan
Akibatputusnyaperkawinankarenaperceraianialah: Bapak yang
bertanggungjawabatassemuabiayapemeliharaan  dan  pendidikan  yang
diperlukananakitu,
bilamanabapakdalamkenyataantidakdapatmemenuhikewajibantersebut,
makaPengadilandapatmenentukanbahwaibuikutmemikulbiayatersebut )
Ketentuantersebutsenada pula denganketentuanPasal 156 huruf (d) yang
menyatakan :Akibatputusnyaperkawinankarenaperceraianialah
“Semuabiayahadhanah dan nafkahanakmenjaditanggungan ayah
menurutkemampuannya, sekurang-kurangnyasampaianaktersebutdewasa dan
mengurusdirisendiri (umur 21 tahun)”.

Menimbang, bahwadalamhalsiapadiantarakedua orang tua yang
bertanggungjawabterhadapnafkahanak, makasesuaiketentuan Al Qur'an Surat
Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

Loz ) G CAISW Gy 2ally (48 5uS 5 (685 4d 25l sall e g
o g1 2gl oY g laal gasall g

Artinya: ..dan kewajiban ayah memberimakan dan pakaiankepada para
ibudengancara yang makruf.
Seseorangtidakdibebanimelainkanmenurutkadarkemampuannya.
Janganlahseorangibumenderitakesengsaraankarenaanaknya, juga Sseorang
ayah karenaanaknya”.

Abu Ja'far Muhammad IbnuJarir at Thobary, dalamkitabnya Tafsir at
Thobary Jami’ al Bayan fi Ta'wil al Quran, Penerbit : Dar al Kutub al limiyah,
Beirut, 1992, Jilid 1l, halaman 512, memberikan tafsir terhadapayattersebut : (a)
apabilaterjadiperceraianantara ayah dan ibuanaktersebut,
makaanaktersebuttidakbolehmenyengsarakanibunya; (b)
bahwaseorangibutidakbolehmenanggungpenderitaanataumerasateraniayaakiba
tanak-anak yang dilahirkannya. Oleh
karenaitunafkahanakdibebankankepadaahliwarisayahnyajikaayahnyatelahmeni

nggal dunia.;
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Dengandemikianmenurutdoktrin Al Quran ialah
:nafkahanakadalahmenjadibeban dan tanggungjawabayahnya, dan seorangibu
yang telahmelahirkananaktersebuttidakbolehdibebaninafkahanaknya,
sehinggaiamerasamenderita dan
sengsarakarenaharusbekerjauntukmencarinafkah.;

Menimbang,
bahwaberdasarkanBuktiketerangansaksiPenggugatrekonpensisertabukti ~ T.6,
terbuktiTergugatrekonpensimasihbekerjadi Pelayaran dan berpenghasilanUS$
2.000, makaMajelis Hakim menganggapTergugatrekonpensiadalah orang yang
kemampuan keuangannya sangat baik;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan
berdasarkankadarkemampuanTergugatrekonpensitersebutsertamemperhatikan
kebutuhanbiayahidupanak a quo secaraumum, makaMajelismenetapkan agar
Tergugatrekonpensimenanggungnafkahbagikeduaanak a quo minimal
setiapbulansebesarRp. 8.000.000,- (delapanjuta rupiah) diluar biaya pendidikan
dan kesehatan setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap
tahunnya guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak sampai
keduaanaktersebutDewasaataumandiri.;

3. TentangNafkah Iddah dan Mut’ah:

Menimbang,
bahwaPenggugatrekonpensimengajukangugatanuntukmenghukumPemohon
Konpensi/Tergugatrekonpensiuntukmemberinafkahselama masa iddah kepada
Termohon Konpensi/Penggugat rekonpensiselakuistrisebesarRp. 45.000.000,-
(empatpuluh lima juta rupiah) secaratunai pada saatikrartalakdiucapkan oleh
Pemohonkonpensi/TergugatrekonpensidihadapanMajelis Hakim
pemeriksaperkaraini, dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dan
MenghukumPemohon Konvensi/Tergugatrekonpensiuntukmemberimut’ah
kepada Termohon Konpensi/Penggugat rekonpensi selaku istri sebesar Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan
oleh Pemohon Konpensi/Tergugatrekonpensi, dihadapan Majelis Hakim

pemeriksa perkara ini;
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Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi mendalilkan Tergugat
rekonpensi adalah seorang karyawan swasta dan memiliki penghasilan tetap
yang bekerja pada perusahaan asing dengan penghasilan sebesar US$ 2000,
namundalamdupliknyaPenggugatrekonpensimenurunkan permintaan mut’ah
menjadiRp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwaterhadapgugatanrekonpensiini,
Tergugatrekonpensididalamrepliknyamenyatakanhanyasanggupmemberikannaf
kahiddah sebesarRp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah) dan Mut'ah sebesarRp.
3.000.000,- (tigajuta rupiah), halinidisebabkanPemohonbarumasukbekerjalagi,
sehinggakemampuanTergugatrekonpensipunsangatterbatas dan itudiketahui
oleh Penggugatrekonpensi;

Menimbang, bahwaberdasarkanbuktiT.6 dan
keterangansaksiPenggugatrekonpensi,
TergugatRekonpensiberpenghasilansetiapbulan sebesar US$ 2.000, sehingga
Majelis menilai Tergugat rekonpensi adalah orang yang mampu;

Menimbang, bahwaberdasarkanketerangansaksiPenggugatrekonpensi
(Dian Puspitasaribinti Widodo) dan Tergugatrekonpensi (Nina Susantibinti Edi
Warhusin), Tergugatrekonpensimasihbekerja di tempat yang sama, yaitu di
pelayaran di bagianrestoran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4Terbukti istri kedua Tergugat
rekonpensi yang benama lIrayana Iswa mendapatkan potongan gaji Tergugat
Rekonpensi dari Perusahaan tempat Tergugat Rekonpensi bekerja setiap bulan
sebesar US$ 500;

Menimbang, bahwaketentuanPasal 149 KompilasiHukum Islam

menyatakan :Akibatputusnyaperkawinankarenatalakialahbekassuamiwajib : (a)

memberikan mut’ah yang layakkepadabekasisterinya,
baikberupauangataubenda, ; (b) memberikannafkah, @ maskan dan
kiswahkepadabekasisteriselama masa iddah,
kecualibekasistritelahdijatuhitalakba’inataunusyuz dan

dalamkeadaantidakhamil.;
Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah diizinkan untuk

mengikrarkan talak pada saatnya nanti yang berakibat jatuh talak satu raj’i yang

Halaman 33 dari 40, Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu atas diri Penggugat Rekonpensi, dan selanjutnya Penggugat
Rekonpensi akan melalui masa iddahnya selama tiga bulan, yang mana pada
masa itu Penggugat Rekonpensi dilarang untuk menikah dengan orang lain,
karena Tergugat Rekonpensi satu-satunya orang yang lebih berhak untuk rujuk
dengan Penggugat Rekopensi sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-
Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

Ladlal | gal ) o)) ld 8 aa p 3 el sang

Artinya :“Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika
mereka (para suami) menghendaki ishlah.” Sehingga Tergugat Rekonpensi
secara hukum masih harus menanggung nafkah Penggugat Rekonpensi
selama masa iddah tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 41 huruf (c)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152
Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat layak dan patut menghukum
Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada
Penggugat Rekonpensi yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan
Tergugat Rekonpensi dan kelayakan serta kepatutan untuk kehidupan di masa
kini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan
Penggugat dan Tergugat rekonpensi, Tergugat rekonpensi yang pergi dari
kediaman bersama meninggalkan penggugat rekonpensi dan pertimbangan
diatas ditambah dengan pertimbangan Penggugat Rekonpensi tidak terbukti
dalam keadaan nusyuz, maka Majelis berpendapat patut membebankan
kepada bekas suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada
bekas istri yang meliputi nafkah, maskan (tempat tinggal), kiswah (pakaian),
yang besarnya harus disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan serta
kemampuan ekonomi bekas suami;

Menimbang, bahwamenuruthukum Islam tujuanpemberian mut’ah
didalam Lembaga ceraitalakadalahuntukmemberikanhiburan dan
pengobatanataskekecewaan dan penderitaanistrisebagaiakibatperceraian yang
akandilakukan oleh suaminya. Hal tersebutsenadadenganpendapatDr.
WahbahazZuhailidalamkitabnyaFigh Al-Islamiwaadillatuhujilid Vil

halaman320 yangdiambilsebagaipendapat Maijlis sendiri yang
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berbunyisebagaiberikut :
a3 (A saal Gle el a9l Slls ol
58 M;MJ‘uSJeJu‘
Artinya : “Pemberian mut’ah itu agar isteriterhiburhatinya,
dapatmengurangikepedihanakibatceraitalak, dan
untukmenumbuhkankeinginanrukunkembalisebagaisuamiisteri,
Jjikatalakitubukanba’inkubra”.

Menimbang, bahwaterhadapgugatannaftkah iddah dan  mutah
tersebutMajelis Hakim juga
memperhatikankemampuanTergugatrekonpensisebagaimanatelahdipertimbang
kantersebutdiatas, memperhatikan masa perkawinan yang
sudahberlangsungselamakurangdari8 (delapan) tahun,
dimanaPenggugatrekonpensitelahmengabdikandirinyakepadaTergugatrekonpe
nsidalamsuka dan dukadan perselisihan dan pertengkaran tersebut juga
semata-mata disebabkan oleh Penggugat rekonpensi tapi juga karena
disebabkan Tergugat Rekonpensi telah menikah lagi dengan wanita lain
sebagaimana dalam bukti P.5, oleh
karenaituMajelismenghukumTergugatrekonpensiuntukmemberikan nafkah
iddahkepada Penggugat rekonpensi setiapbulannyasejumlahRp. 8.000.000,-
(delapanjuta  rupiah)atausecarakeseluruhanselamamasa iddah sejumlah
Rp.24.000.000,- (duapuluhempatjuta rupiah);

Menimbang,
bahwaselaindisesuaikandenganpenghasilanTergugatrekonpensi, Majelis Hakim
juga bependapatuntukpembebanan mut'ah dapatberupabiayahidupselama
1(satu) tahunterhitungsejaklepas iddah. Halitusebagaimanapendapat Abu
Zahrohdalam kitab Ahwalussyakhsiyyahhalaman 334, yang
selanjutnyadiambilalihmenjadipendapatMajelis Hakim, yang artinya
“Apabilatalakdijatuhkansetelahistridigauli
(ba’dadhukhul),sedangkanistritidakrelaatastalaktersebut,
makaistriberhakmemperoleh mut’ah daribekassuaminya,
yaitusetaradengannafkahselamasetahunterhitungsetelahselesai iddah;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan-pertimbangantersebut di
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atas,Majelis Hakim berkesimpulanbahwadipandangpatut dan
wajarjikaTergugatrekonpensidihukumuntukmembayarkepadaPenggugatrekonpe
nsi mutah berupauangsebesarRp. 8.000.000,- (delapanjuta rupiah)
setiapbulanselama 12 bulansehinggajumlah total mut'ah sejumlahRp.
96.000.000,- (Sembilan puluh enamjuta rupiah).
NamundemikiankarenaPenggugatrekonpensidalamdupliknyatelahmempertimba
ngkantanggapanPenggugatrekonpensitentangbesaran  Mut'ah  sebesarRp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang
dipandangsangatmemberatkanTergugatRekonpensidan
menguranginyahinggamencapaiRp. 45.000.000,- (empatpuluh lima juta rupiah),
makasudahsewajarnyaMajelis Hakim
mempertimbangkanniatbaikPenggugatrekonpensidenganmengabulkantuntutan
dimaksud dan menghukumTergugatRekonpensiuntukmembayar dan
menyerahkankepadaPenggugatRekonpensi Mut'ah berupauangsejumlahRp.
45.000.000,- (empatpuluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua
pihak berperkara setelah Majelis mengabulkan permohonan Pemohon
konpensi/Tergugat rekonpensi terhadap hak ikrar talaknya terhadap Termohon
konpensi/Penggugat rekonpensi, maka dipandang memenuhi rasa keadilan
apabila pada saat yang sama Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi juga
dapat menerima haknya tentang nafkah iddah dan mut'ah. Oleh karena itu
Majelis berpendapat bahwa sepatutnya pembayaran nafkah iddah dan Mut’'ah
tersebut dibayarkan secara tunai sesaat sebelum sidang ikrar talak

dilaksanakan.;

4, Harta Mobil dan Rumah

Menimbang, bahwadalamjawabannyaPenggugatrekonpensi
mengajukangugatanterhadap mobil dan rumah tinggal yang ditempati oleh
anak-anak dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi menjadi milik
anak-anak sepenuhnya dan angsurannya menjadi kewajiban Pemohon
Konpensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya sampai lunas cicilannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas, tidak dijelaskan
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Mobil tersebut berjenis apa, merk apa dan kapan pembeliannya, begitu juga
dengan rumah tidak jelas kapan dibeli dan dimana letaknya, sehingga Majelis
menilai gugatan tersebut Obscuur libel/tidak jelas;
Menimbang, bahwa oleh karenagugatantersebutdiatasobscuur
libelatautidakjelas, Majelismenilaigugatantersebutpatutuntuktidakdapat diterima;
5. NafkahHadlanahTerhutang

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya Penggugat Rekonpensi
mendalilkan Tergugat Rekonpensi sudah 6 bulan tidak memberikan nafkah
kepada anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi selama 6 bulan, sehingga
Penggugat rekonpensi mengajukan gugatan dengan memohon kepada Majelis
Hakim untukMenghukum Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk
membayar seluruh biaya terhadap Hadlonah yang terhutang selama anak
dalam pengasuhan Tergugat rekonpensi sebesar Rp.60.000.000,- ( enam
puluh empat juta rupiah) dan harus dibayarkan pada saat keputusan
dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 608
K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang sudah menjadi yurisprudensi yang
telah melahirkan tiga kaidah hukum, Salah satunya berkenaan dengan nafkah
madliyah (lampau) anak yang tidak terbayarkan yang kemudian diambil sebagai
pendapat Maijelis.Dalampertimbangannya, Maijelis Hakim
Kasasimengemukakan:

“Bahwakewajibanseorang ayah

memberikannafkahkepadaanaknyaadalahlilintifa’ (untukdiambilmanfaatnya)bukan

litamlik(kepemilikan), makakelalaianseorang ayah yang
tidakmemberikannafkahkepadaanaknya (nafkahmadliyahanak)
tidakbisadigugat”;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan-

pertimbangantersebutdiatas, makaMajelismenilaigugatanPenggugatrekonpensi
tersebutdiataspatutuntuktidakdapat diterima;

Menimbang, bahwaterhadapsemuabuktisuratmaupunbuktisaksibaik yang
diajukan oleh pihakPenggugatrekonpensiataupun yang diajukan oleh

Tergugatrekonpensi yang tidakdipertimbangkandalamputusanini,
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makaMajelismenyatakanbahwabukti-buktitersebutharusdikesampingkan;

DalamKonpensi Dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh
karenaperkarainitermasukdalambidangperkawinan, berdasarkanPasal 89 Ayat
(1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang
telahdiubahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
UndangNomor 50 Tahun 2009, semuabiaya yang
timbuldalamperkarainidibebankankepadaPemohonKonpensi/Tergugatrekonpen
si;

Mengingatsegalaperaturanperundang-undangan yang berlakuserta hokum

syara’ yang berhubungandenganperkaraini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI
1. Mengabulkanpermohonan Pemohon;
2.

MemberiijinkepadaPemohon(PEMOHON)untukmenjatuhkantalaksaturaj'iter
hadapTermohon (TERMOHON) di depansidangPengadilan Agama
Cibinong);

DALAM REKONPENSI
1. MengabulkangugatanTermohon
Konpensi/PenggugatRekonpensiuntuksebagian;

2. MenetapkananakhasilpernikahanPemohon Konpensi/Tergugat rekonpensi
dengan Termohon Konpensi/PenggugatRekonpensi yang bernamaKenzie
NararyaDanurdara, lahirtanggal 24-08-2011 dan Keisha FarrasAnindita,
lahirtanggal  26-08-2011, dibawah  hadlanahTermohon  Rekopensi/

PenggugatRekonvensi selaku ibu kandungnya;
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3. MenghukumPemohon
Konpensi/TergugatRekonpensiuntukmemberikankepada Termohon

Konpensi/Penggugat Rekonpensi berupa :
3.1. nafkahanak, untuk anak sebagimana tersebut pada diktum angka

2 diatas minimal sebesarRp. 8.000.000,- (delapanjuta rupiah)
setiapbulandiluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10
% (sepuluh persen) setiap tahunnya guna menyesuaikan dengan
perkembangan kebutuhan anak sampai dengan anak tersebut

dewasaatauMandiri;
3.2. Nafkahselama masa iddah  sejumlah Rp.24.000.000,-

(duapuluhempatjuta rupiah).
3.3. Mut'ah berupauangsejumlahRp. 45.000.000,-(empatpuluh lima

juta rupiah)
4. Memerintahkan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat rekonpensi untuk

menyerahkan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi
sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 3 point 3.1, 3.2 dan 3.3
untuk nafkah anak bulan berjalan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak

dibacakan;
5. MenyatakantidakditerimagugatanTermohon konpensi/Penggugat

rekonpensiuntukselain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI
- MembebankankepadaPemohonKonpensi/TergugatRekonpensiuntukmemb
ayarbiayaperkarainisebesarRp. 441.000,- (empatratusempatpuluhsaturibu
rupiah);

Demikianlahputusaninidijatuhkan di Cibinong
dalamrapatpermusyawaratanMajelis Hakim pada hariSenintanggal25Maret
2019 M., bertepatandengantanggal 18 Rajab 1440 H., oleh Kami Dra. Hj. Eni
Zulaini, sebagaiKetuaMajelis, serta Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H., dan Dr. H.
Nasich Salam Suharto, Lc., LLM., masing-masingsebagai hakim anggota,
putusan mana diucapkan pada hariitu juga dalamsidingterbukauntukumum,

oleh KetuaMajelistersebutdengandihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan
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Pemohon, sebagaiPaniteraPenggantisertadihadiri oleh Pemohon dan

Termohon.

Anggota-Anggota, KetuaMajelis,

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. Dra. Hj. Eni Zulaini

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

PaniteraPengganti,

BahrunKustiawan, S.H.
PerincianBayaPerkara :
- BiayaPendaftaran Rp.  30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biayapanggilan  Rp. 350.000,-
- BiayaRedaksi Rp.  5.000,-
- BiayaMaterai Rp. 6.000,-

Jumlah  Rp. 441.000,- (empatratusempatpuluhsaturibu rupiah)
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